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BUPATI MESUJI 

PROVINSI LAMPUNG 
 

PERATURAN BUPATI MESUJI 

NOMOR  46  TAHUN 2020 
 

TENTANG 
PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

DI LINGKUP KABUPATEN MESUJI 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI MESUJI, 

Menimbang  : a. bahwa melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (2)  

Peraturan Pemerintah Nomor  12 Tahun 2019 
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu 
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman 

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah; 

b. bahwa untuk mendukung keberhasilan 
penyelenggaraannya diperlukan adanya suatu 

landasan administratif yang mengatur tata cara 
dalam pelaksanaan anggaran belanja daerah; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di 
atas, perlu menetapkan Pedoman Pelaksanaan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Kabupaten  Mesuji dengan Peraturan Bupati 
Mesuji. 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang  Bersih dan Bebas dari 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara; 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara; 
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah; 

5. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2008 tentang 

Pembentukan Kabupaten Mesuji di Provinsi Lampung; 
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; 

 

 



7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 
9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang–

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah; 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintahan; 
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang 
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 

Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; 
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah; 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang 
Hibah Daerah; 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah; 

13. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang 

Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah; 
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 

Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 
tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan 
Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta 

Penyampaiannya; 
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 

tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial         
Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa 

kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima atas 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial         
Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah; 
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang 

Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk 
Hukum Daerah; 

18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2016 
tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan 

Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan 
dan Dukungan Biaya Operasional pada Fasilitas 
Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah; 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 
tentang Badan Layanan Umum Daerah; 



20. Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor  05 Tahun 
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 

Daerah Kabupaten Mesuji. 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN 
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN 
BELANJA DAERAH KABUPATEN MESUJI 

 
 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Mesuji. 
2. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintahan Daerah Kabupaten Mesuji. 

3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Mesuji. 
4. Bupati adalah Bupati Mesuji. 
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disingkat DPRD adalah 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mesuji. 
6. Organisasi Perangkat Daerah, selanjutnya disingkat OPD adalah 

Organisasi Peragkat Daerah di lingkup Kabupaten Mesuji yang 
pembentukannya melalui Peraturan Daerah. 

7. Peraturan Daerah, selanjutnya disebut Perda adalah Perda Kabupaten 

Mesuji. 
8. Peraturan Kepala Daerah, selanjutnya disebut Perkada adalah Peraturan 

Bupati Mesuji. 
9. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam 

rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan 

uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah 
berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut. 

10. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang 

meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, 
pelaporan, pertanggungiawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah. 

11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD 
adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kabupaten Mesuji yang 
dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan  DPRD, dan  

ditetapkan dengan Perda. 
12. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah. 
13. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah. 

14. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai 
penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran 

berkenaan. 
15. Utang Daerah, selanjutnya disebut Utang adalah jumlah uang yang wajib 

dibayar Pemerintah Daerah dan/atau kewajiban Pemerintah Daerah 

yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan 
perundangundangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang 

sah. 
16. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang Daerah yang 

ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh Penerimaan Daerah 

dan membayar seluruh Pengeluaran Daerah. 
17. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang 

Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh 

Penerimaan Daerah dan membayar seluruh Pengeluaran Daerah pada 
bank yang ditetapkan. 



18. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah, 
selanjutnya disingkat DPA OPD adalah dokumen yang memuat 

pendapatan dan belanja OPD atau dokumen yang memuat pendapatan, 
belanja, dan Pembiayaan OPD yang melaksanakan fungsi bendahara 

umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh 
pengguna anggaran. 

19. Surat Penyediaan Dana, selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen 

yang menyatakan tersedianya dana sebagai dasar penerbitan surat 
permintaan pembayaran atas pelaksanaan APBD. 

20. Surat Permintaan Pembayaran, selanjutnya disingkat SPP adalah 

dokumen yang digunakan untuk mengajukan permintaan pembayaran. 
21. Uang Persediaan, selanjutnya disingkat UP adalah uang muka kerja 

dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada bendahara pengeluaran 
untuk membiayai Kegiatan operasional pada satuan kerja perangkat 
daerah/unit satuan kerja perangkat daerah dan/atau untuk membiayai 

pengeluaran yang menurut sifat dan tujuannya tidak mungkin dilakukan 
melalui mekanisme pembayaran langsung. 

22. Pembayaran Langsung, selanjutnya disebut LS adalah Pembayaran 
Langsung kepada bendahara pengeluaran/penerima hak lainnya atas 
dasar perjanjian kerja, surat tugas, danf atau surat perintah kerja 

lainnya melalui penerbitan surat perintah membayar langsung. 
23. Tambahan Uang Persediaan, selanjutnya disingkat TU adalah tambahan 

uang muka yang diberikan kepada bendahara pengeluaran/bendahara 

pengeluaran pembantu untuk membiayai pengeluaran atas pelaksanaan 
APBD yang tidak cukup didanai dari UP dengan batas waktu dalam 1 

(satu) bulan. 
24. Surat Perintah Membayar, selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen 

yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas 

Beban pengeluaran DPA OPD. 
25. Surat Perintah Membayar UP, selanjutnya disingkat SPM-UP adalah 

dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan 

dana atas Beban pengeluaran DPA OPD yang dipergunakan sebagai UP 
untuk mendanai Kegiatan. 

26. Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan, selanjutnya disingkat 
SPM-GU adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat 
perintah pencairan dana atas Beban pengeluaran DPA OPD yang 

dananya dipergunakan untuk mengganti UP yang telah dibelanjakan. 
27. Surat Perintah Membayar TU, selanjutnya disingkat SPM-TU adalah 

dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan 
dana atas Beban pengeluaran DPA OPD, karena kebutuhan dananya 
tidak dapat menggunakan LS dan UP. 

28. Surat Perintah Membayar Langsung, selanjutnya disebut SPM-LS adalah 
dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan 
dana atas Beban pengeluaran DPA OPD kepada Pihak Ketiga. 

29. Surat Perintah Pencairan Dana, selanjutnya disingkat SP2D adalah 
dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana atas Beban 

APBD. 
30. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah, selanjutnya disingkat SKPKD 

adalah unsur penunjang Urusan Pemerintahan pada Pemerintah Daerah 

yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah. 
31. Pengguna Anggaran, selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang 

kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan 
fungsi SKPD yang dipimpinnya. 

32. Kuasa PA, selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa 

untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan 
sebagian tugas dan fungsi OPD. 



33. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, selanjutnya disingkat PPKD adalah 
Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD 

dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah. 
34. Bendahara Umum Daerah, selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang 

bertindak dalam kapasitas sebagai BUD. 
35. Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan 

tugas BUD. 

36. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, selanjutnya disingkat PPTK adalah 
pejabat pada Unit OPD yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa 
Kegiatan dari suatu Program sesuai dengan bidang tugasnya. 

37. Bendahara Penerimaan adalah pejabat yang ditunjuk untuk 
melaksanakan tugas menerima, menyimpan, menyetorkan, menata 

usahakan, dan mempertanggungjawabkan uang Pendapatan Daerah 
dalam rangka pelaksanaan APBD pada OPD. 

38. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat yang ditunjuk untuk 

melaksanakan tugas menerima, menyimpan, membayarkan, 
menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan 

Belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada OPD. 
39. Pegawai Aparatur Sipil Negara, selanjutnya disingkat Pegawai ASN 

adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian 

kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi 
tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas Negara 
lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. 

40. Anggaran Kas adalah perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari 
penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur ketersediaan 

dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan APBD dalam setiap 
periode. 

41. Hari adalah hari kerja. 

 
 

BAB II 

RUANG LINGKUP 

Pasal 2 

Pedoman Pelaksanaan APBD merupakan pedoman seluruh unsur 
penyelenggara Pemerintahan Daerah dalam melaksanakan DPA dan APBD. 

 

Pasal 3 
Keuangan Daerah meliputi: 

a. hak Daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta 
melakukan pinjaman; 

b. kewajiban Daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan 

daerah dan membayar tagihan pihak ketiga; 
c. Penerimaan Daerah; 
d. Pengeluaran Daerah; 

e. kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa 
uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak lain yang dapat dinilai 

dengan uang, termasuk kekayaan daerah yang dipisahkan; dan/atau 
f. kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah dalam 

rangka penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah dan/atau 

kepentingan umum. 
 

 
 
 

 



Pasal 4 
(1) Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, efisien, 

ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan 
memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, 

serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan. 
(2) Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

diwujudkan dalam APBD. 

(3) APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi 
Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran 
Daerah. 

 
 

BAB III 
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 

Bagian Kesatu 

Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah 

Pasal 5 

(1) Bupati selaku pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah dan 
mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang 
dipisahkan. 

(2) Pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan: 

a. menyusun rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda 

tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang 
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; 

b. mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda 
tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang 
pertanggungiawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk 

dibahas bersama; 
c. menetapkan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang 

perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang 

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang telah mendapat 
persetujuan bersama DPRD; 

d. menetapkan kebijakan terkait Pengelolaan Keuangan Daerah; 
e. mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak terkait 

Pengelolaan Keuangan Daerah yang sangat dibutuhkan oleh 

Daerah dan/atau masyarakat; 
f. menetapkan kebijakan pengelolaan APBD; 

g. menetapkan KPA; 
h. menetapkan Bendahara Penerimaan dan Bendahara 

Pengeluaran; 

i. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan 
pajak daerah dan retribusi daerah; 

j. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan 

Utang dan Piutang Daerah; 
k. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas 

tagihan dan memerintahkan pembayaran; 
l. menetapkan pejabat lainnya dalam rangka Pengelolaan 

Keuangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku; dan 
m. melaksanakan kewenangan lain sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 
 
 

 



(3) Dalam melaksanakan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
Kepala Daerah melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya 

yang berupa perencanaan, penganggaran pelaksanaan, penatausahaan, 
pelaporan dan pertanggungjawaban, serta pengawasan Keuangan 

Daerah kepada Pejabat Perangkat Daerah. 
(4) Pejabat Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri 

atas: 

a. Sekretaris Daerah selaku koordinator Pengelolaan Keuangan 
Daerah; 

b. Kepala SKPKD selaku PPKD; dan 

c. Kepala OPD selaku PA. 
(5) Pelimpahan sebagian atau seluruh kekuasaan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (3) didasarkan pada prinsip pemisahan kewenangan antara 
yang memerintahkan, menguji, dan menerima atau mengeluarkan 
uang. 

(6) Pelimpahan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 

 
Pasal 6 

(1) Bupati selaku wakil Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan 

Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) 
berkedudukan sebagai pemilik modal pada perusahaan umum daerah 
atau pemegang saham pada perseroan daerah. 

(2) Ketentuan mengenai Bupati selaku wakil Pemerintah Daerah dalam 
kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 

 

Bagian Kedua 
Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah 

Pasal 7 

(1) Sekretaris daerah selaku koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (4) huruf a mempunyai tugas: 

a. koordinasi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah; 
b. koordinasi di bidang penJrusunan rancangan APBD, 

rancangan perubahan APBD, dan rancangan 

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD ; 
c. koordinasi penyiapan pedoman pelaksanaan APBD; 

d. memberikan persetujuan pengesahan DPA OPD; 
e. koordinasi pelaksanaan tugas lainnya di bidang Pengelolaan 

Keuangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan 

perurndang-undangan; dan 
f. memimpin TAPD. 

(2) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah bertanggung jawab kepada 
Bupati. 

 
 
 

 
 

 
 
 

 



Bagian Ketiga 
PPKD 

Pasal 8 
(1) Kepala SKPKD selaku PPKD mempunyai tugas: 

a. menyusun dan melaksanakan kebijakan Pengelolaan Keuangan 
Daerah; 

b. menyusun rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda 

tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang 
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD ; 

c. melaksanakan pemungutan Pendapatan Daerah yang telah 

diatur dalam Perda; 
d. melaksanakan fungsi BUD; dan 

e. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

(2) PPKD dalam melaksanakan fungsinya selaku BUD sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf d berwenang:  
a. menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD; 

b. mengesahkan DPA OPD; 
c. melakukan pengendalian pelaksanaan APBD; 
d. memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan 

dan pengeluaran kas umum daerah; 
e. melaksanakan pemungutan pajak daerah; 
f. menetapkan SPD; 

g. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan 
atas nama Pemerintah Daerah; 

h. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan Keuangan 
Daerah; 

i. menyajikan informasi keuangan daerah; dan 

j. melakukan pencatatan dan pengesahan dalam hal penerimaan 
dan Pengeluaran Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan, tidak dilakukan melalui Rekening Kas 

Umum Daerah. 
 

Pasal 9 
(1) PPKD selaku BUD mengusulkan pejabat di lingkungan SKPKD kepada 

Kepala Daerah untuk ditetapkan sebagai Kuasa BUD. 

(2) Kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan 
keputusan Bupati. 

(3) Kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas: 
a. menyiapkan Anggaran Kas; 
b. menyiapkan SPD; 

c. menerbitkan SP2D; 
d. memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD 

oleh bank dan atau lembaga keuangan lainnya yang telah 

ditunjuk; 
e. mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam 

pelaksanaan APBD; 
f. menyimpan uang daerah; 
g. melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/ 

menatausahakan investasi; 
h. melakukan pembayaran berdasarkan permintaan PA/KPA atas 

Beban APBD; 
i. melaksanakan Pemberian Pinjaman Daerah atas nama 

Pemerintah Daerah; 

j. melakukan pengelolaan Utang dan Piutang Daerah; dan 



k. melakukan penagihan Piutang Daerah. 
(4) Kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab 

kepada PPKD selaku BUD. 
 

 
Pasal 10 

Bupati atas usul BUD dapat menetapkan lebih dari 1 (satu) Kuasa BUD di 

lingkungan SKPKD dengan pertimbangan besaran jumlah uang yang 
dikelola, beban kerja, lokasi, dan/atau rentang kendali. 

 

Bagian Keempat 
PA 

Pasal 11 
(1) Kepala OPD selaku PA mempunyai tugas: 

a. menyusun RKA OPD; 

b. menyusun DPA OPD; 
c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas Beban 

anggaran belanja; 
d. melaksanakan anggaran OPD yang dipimpinnya; 
e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan 

pembayaran; 
f. melaksanakan pemungutan retribusi daerah; 
g. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain 

dalam batas anggaran yang telah ditetapkan; 
h. menandatangani SPM; 

i. mengelola Utang dan Piutang Daerah yang menjadi tanggung 
jawab OPD yang dipimpinnya; 

j. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan OPD yang 

dipimpinnya; 
k. mengawasi pelaksanaan anggaran OPD yang dipimpinnya; 
l. menetapkan PPTK dan PPK OPD; 

m. menetapkan pejabat lainnya dalam OPD yang dipimpinnya dalam 
rangka Pengelolaan Keuangan Daerah; dan 

n. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

(2) PA bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan wewenangnya 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Sekretaris 
Daerah. 

 
Bagian Kelima 

KPA 

Pasal 12 
(1) PA dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada kepala Unit 

OPD selaku KPA. 

(2) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
berdasarkan pertimbangan besaran anggaran kegiatan, lokasi, dan/atau 

rentang kendali. 
(3) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

ditetapkan oleh Kepala Daerah atas usul kepala OPD. 

(4) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 
a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas Beban 

anggaran belanja; 
b. melaksanakan anggaran Unit OPD yang dipimpinnya; 
c. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan 

pembayaran; 



d. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain 
dalam batas anggaran yang telah ditetapkan; 

e. melaksanakan pemungutan retribusi daerah; 
f. mengawasi pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggung 

jawabnya; dan 
g. melaksanakan tugas KPA lainnya sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

(5) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 
KPA bertanggung jawab kepada PA. 

 

Bagian Keenam 
PPTK OPD 

Pasal 13 
(1) PA/KPA dalam melaksanakan Kegiatan menetapkan pejabat pada 

OPD/Unit OPD selaku PPTK. 

(2) PPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu tugas 
dan wewenang PA/KPA. 

(3) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2), PPTK bertanggung jawab kepada PA/KPA. 

 

Pasal 14 
(1) Penetapan PPTK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) 

berdasarkan pertimbangan kompetensi jabatan, besaran anggaran 

Kegiatan, beban kerja, lokasi, rentang kendali, dan/atau pertimbangan 
objektif lainnya. 

(2) PPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Pegawai ASN 
yang menduduki jabatan struktural sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

(3) Dalam hal tidak terdapat Pegawai ASN yang menduduki jabatan 

struktural, PA/KPA dapat menetapkan pejabat fungsional umum selaku 
PPTK. 

 

Bagian Ketujuh 
Pejabat Penatausahaan Keuangan OPD 

Pasal 15 
(1) Kepala OPD selaku PA menetapkan Pejabat Penatausahaan Keuangan 

OPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf l untuk 

melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada OPD. 
(2) Pejabat Penatausahaan Keuangan OPD sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) mempunyai tugas dan wewenang : 
a. melakukan verifikasi SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS 

beserta bukti kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara 

Pengeluaran; 
b. menyiapkan SPM; 
c. melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban Bendahara 

Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran; 
d. melaksanakan fungsi akuntansi pada OPD; dan 

e. menyusun laporan keuangan OPD. 
(3) Pejabat Penatausahaan Keuangan OPD sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) tidak merangkap sebagai pejabat dan pegawai yang bertugas 

melakukan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, Bendahara 
Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, dan/atau PPTK. 

 
 
 

 



Bagian Kedelapan 
Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit OPD  

Pasal 16 
(1) Dalam hal PA melimpahkan sebagian kewenangannya kepada KPA 

karena pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), 
PA menetapkan Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit OPD untuk 
melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada Unit OPD. 

(2) Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit OPD sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) mempunyai tugas: 

a. melakukan verifikasi SPP-TU dan SPP-LS beserta bukti 

kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran 
pembantu; 

b. menyiapkan SPM-TU dan SPM-LS, berdasarkan SPP-TU dan SPP-
LS yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran pembantu; dan 

c. melakukan verifikasi laporan pertanggungiawaban Bendahara 

Penerimaan pembantu dan Bendahara Pengeluaran pembantu. 
 

Bagian Kesembilan 
Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran 

Pasal 17 

(1) Bupati menetapkan Bendahara Penerimaan untuk melaksanakan tugas 
perbendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan pada 
OPD atas usul PPKD selaku BUD. 

(2) Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki 
tugas dan wewenang menerima, menyimpan, menyetor ke Rekening Kas 

Umum Daerah, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan 
Pendapatan Daerah yang diterimanya. 

 

Pasal 18 
(1) Dalam hal PA melimpahkan sebagian kewenangannya kepada KPA, 

Bupati dapat menetapkan Bendahara Penerimaan pembantu pada unit 

kerja OPD yang bersangkutan. 
(2) Bendahara Penerimaan pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

memiliki tugas dan wewenang sesuai dengan lingkup penugasan yang 
ditetapkan Bupati. 

 

Pasal 19 
(1) Kepala OPD atas usul Bendahara Penerimaan dapat menetapkan 

pegawai yang bertugas membantu Bendahara Penerimaan untuk 
meningkatkan efektifitas pengelolaan Pendapatan Daerah. 

(2) Pegawai yang bertugas membantu Bendahara Penerimaan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas dan wewenang sesuai 
dengan lingkup penugasan yang ditetapkan kepala OPD. 

 

Pasal 20 
(1) Bupati atas usul PPKD menetapkan Bendahara Pengeluaran untuk 

melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan 
anggaran belanja pada OPD. 

(2) Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki 

tugas dan wewenang: 
a. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP UP, SPP 

GU, SPP TU, dan SPP LS; 
b. menerima dan menyimpan UP, GU, dan TU; 
c. melaksanakan pembayaran dari UP, GU, dan TU yang 

dikelolanya; 



d. menolak perintah bayar dari PA yang tidak sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan; 

e. meneliti kelengkapan dokumen pembayaran; 
f. membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif 

kepada PA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional 
kepada BUD secara periodik; dan 

 

g. memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

(3) Dalam hal PA melimpahkan kewenangannya kepada KPA sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), Kepala Daerah atas usul 
PPKD menetapkan Bendahara Pengeluaran pembantu. 

(4) Bendahara Pengeluaran pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
memiliki tugas dan wewenang : 

a. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP TU dan 

SPP LS; 
b. menerima dan menyimpan pelimpahan UP dari Bendahara 

Pengeluaran; 
c. menerima dan menyimpan TU dari BUD; 
d. melaksanakan pembayaran atas pelimpahan UP dan TU yang 

dikelolanya; 
e. menolak perintah bayar dari KPA yang tidak sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan; 

f. meneliti kelengkapan dokumen pembayaran; 
g. memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan 

peraturan perulndang-undangan; dan 
h. membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif 

kepada KPA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional 

kepada Bendahara Pengeluaran secara periodik. 
 

Pasal 21 

(1) Kepala OPD atas usul Bendahara Pengeluaran dapat menetapkan 
pegawai yang bertugas membantu Bendahara Pengeluaran untuk 

meningkatkan efektifitas pengelolaan Belanja Daerah. 
(2) Pegawai yang bertugas membantu Bendahara Pengeluaran sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas dan wewenang sesuai 

dengan lingkup penugasan yang ditetapkan kepala OPD. 
 

Pasal 22 
Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran dilarang: 

a. melakukan kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan, dan 

penjualan jasa; 
b. bertindak sebagai penjamin atas kegiatan, pekerjaan, dan/atau 

penjualan jasa; dan 

c. menyimpan uang pada suatu bank atau lembaga keuangan 
lainnya atas nama pribadi baik secara langsung maupun tidak 

langsung. 
 
 

BAB III 
PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN 

Pasal 23 
(1) Semua Penerimaan dan Pengeluaran Daerah dianggarkan dalam APBD 

dan dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah yang dikelola oleh 

BUD. 



(2) Dalam hal Penerimaan dan Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 

tidak dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah, BUD melakukan 
pencatatan dan pengesahan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah 

tersebut. 
 
 

Pasal 24 
(1) PA/KPA, Bendahara Penerimaan/Bendahara Pengeluaran, dan orang 

atau badan yang menerima atau menguasai uang/kekayaan daerah 

wajib menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

(2) Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang 
berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan atau 
pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap 

kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti 
dimaksud. 

(3) Kebenaran material sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan 
kebenaran atas penggunaan anggaran dan Hasil yang dicapai atas Beban 
APBD sesuai dengan kewenangan pejabat yang bersangkutan. 

 
Pasal 25 

Bupati dan OPD dilarang melakukan pungutan selain dari yang diatur 

dalam Perda, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

 
Pasal 26 

Penerimaan OPD yang merupakan Penerimaan Daerah tidak dapat 

dipergunakan langsung untuk pengeluaran, kecuali ditentukan lain sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

Pasal 27 
(1) Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran 

atas Beban APBD apabila anggaran untuk membiayai pengeluaran 
tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia. 

(2) Setiap pengeluaran atas Beban APBD didasarkan atas DPA dan SPD 

atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD. 
(3) Bupati dan OPD dilarang melakukan pengeluaran atas Beban APBD 

untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD. 
 

Pasal 28 

(1) Untuk pelaksanaan APBD, Bupati menetapkan: 
a. pejabat yang diberi wewenang menandatangani SPD; 
b. pejabat yang diberi wewenang menandatangani SPM; 

c. pejabat yang diberi wewenang mengesahkan surat 
pertanggungiawaban; 

d. pejabat yang diberi wewenang menandatangani SP2D; 
e. Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran; 
f. Bendahara Penerimaan pembantu dan Bendahara Pengeluaran 

pembantu; dan 
g. Pejabat lainnya dalam rangka pelaksanaan APBD. 

(2) Keputusan Bupati tentang penetapan pejabat sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dilakukan sebelum dimulainya tahun anggaran berkenaan. 

 

 
 



Bagian Kesatu 
Pelaksanaan dan Penatausahaan Kas Umum Daerah 

Pasal 29 
(1) Dalam rangka pengelolaan uang daerah, PPKD selaku BUD membuka 

Rekening Kas Umum Daerah pada bank umum yang sehat. 
(2) Bank umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh 

Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(3) Penetapan bank umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimuat 
dalam perjanjian antara BUD dengan bank umum yang bersangkutan. 

 

Pasal 30 
(1) Dalam pelaksanaan operasional Penerimaan Daerah dan Pengeluaran 

Daerah, BUD dapat membuka rekening penerimaan dan rekening 
pengeluaran pada bank yang ditetapkan oleh Bupati. 

(2) Rekening penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan 

untuk menampung Penerimaan Daerah setiap hari. 
(3) Rekening penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dioperasikan 

sebagai rekening bersaldo nihil yang seluruh penerimaannya 
dipindahbukukan ke Rekening Kas Umum Daerah sekurang-kurangnya 
sekali sehari pada akhir hari. 

(4) Dalam hal kewajiban pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3) secara teknis belum dapat dilakukan setiap hari, 
pemindahbukuan dapat dilakukan secara berkala yang ditetapkan dalam 

Peraturan Bupati. 
(5) Rekening pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dioperasikan sebagai rekening yang menampung pagu dana untuk 
membiayai Kegiatan Pemerintah Daerah sesuai rencana pengeluaran, 
yang besarannya ditetapkan dengan Peraturan Bupati. 

(6) Pemindahbukuan dana dari rekening penerimaan dan/atau rekening 
pengeluaran pada bank umum ke Rekening Kas Umum Daerah 
dilakukan atas perintah BUD. 

 
Pasal 31 

(1) Bupati dapat memberi izin kepada Kepala OPD untuk membuka 
rekening penerimaan melalui BUD yang ditetapkan oleh Bupati pada 
bank umum. 

(2) Bupati dapat memberikan izin kepada Kepala OPD untuk membuka 
rekening pengeluaran melalui BUD yang ditetapkan oleh Bupati pada 

bank umum untuk menampung UP. 
 

Pasal 32 

Pemerintah Daerah berhak memperoleh bunga, jasa giro, dan/atau 
imbalan lainnya atas dana yang disimpan pada bank berdasarkan tingkat 
suku bunga dan/atau jasa giro yang berlaku sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 
 

Pasal 33 
Biaya yang timbul sehubungan dengan pelayanan yang diberikan oleh bank 
didasarkan pada ketentuan yang berlaku pada bank yang bersangkutan 

dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
 

 
 

 

 



Pasal 34 
(1) Dalam rangka manajemen kas, Pemerintah Daerah dapat 

mendepositokan dan/atau melakukan investasi jangka pendek atas uang 
milik Daerah yang sementara belum digunakan sepanjang tidak 

mengganggu likuiditas Keuangan Daerah, tugas daerah, dan kualitas 
pelayanan publik. 

(2) Deposito dan/atau investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) harus disetor ke Rekening Kas Umum Daerah paling lambat per 
31 Desember tahun anggaran berjalan. 

 

 
Bagian Kedua 

Penyiapan DPA OPD 

Pasal 35 
(1) PPKD memberitahukan kepada Kepala OPD agar menyusun dan 

menyampaikan rancangan DPA OPD paling lambat 3 (tiga) hari setelah 
Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD ditetapkan. 

(2) Rancangan DPA OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat 
Sasaran yang hendak dicapai, fungsi, Program, Kegiatan, anggaran yang 
disediakan untuk mencapai Sasaran, rencana penerimaan dana, dan 

rencana penarikan dana setiap satuan kerja serta pendapatan yang 
diperkirakan. 

(3) Kepala OPD menyerahkan rancangan DPA OPD yang telah disusun 

kepada PPKD paling lambat 6 (enam) hari setelah pemberitahuan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan. 

 
Pasal 36 

(1) TAPD melakukan verifikasi rancangan DPA OPD bersama dengan Kepala 

OPD yang bersangkutan. 
(2) Verifikasi atas rancangan DPA OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

diselesaikan paling lambat 15 (lima belas) hari sejak ditetapkannya 

Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD. 
(3) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPKD 

mengesahkan rancangan DPA OPD setelah mendapatkan persetujuan 
Sekretaris Daerah. 

(4) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak 

sesuai dengan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD, OPD 
melakukan penyempurnaan rancangan DPA OPD untuk disahkan oleh 

PPKD dengan persetujuan Sekretaris Daerah. 
(5) DPA OPD yang telah disahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan 

ayat (4) disampaikan Kepala OPD yang bersangkutan kepada satuan 

kerja yang secara fungsional melakukan pengawasan internal di daerah 
paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal disahkan. 

(6) DPA OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) digunakan 

sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Kepala OPD selaku PA. 
 

Bagian Ketiga 
Anggaran Kas dan SPD 

Pasal 37 

(1) PPKD selaku BUD mennyusun Anggaran Kas Pemerintah Daerah untuk 
mengatur ketersediaan dana dalam mendanai pengeluaran sesuai 

dengan rencana penarikan dana yang tercantum dalam DPA OPD. 
 
 

 



(2) Anggaran Kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat perkiraan 
arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus 

kas keluar yang digunakan untuk mendanai Pengeluaran Daerah dalam 
setiap periode. 

 
Pasal 38 

(1) Dalam rangka manajemen kas, PPKD menerbitkan SPD dengan 

mempertimbangkan: 
a. Anggaran Kas Pemerintah Daerah; 
b. ketersediaan dana di Kas Umum Daerah; dan 

c. penjadwalan pembayaran pelaksanaan anggaran yang 
tercantum dalam DPA OPD. 

(2) SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disiapkan oleh Kuasa BUD 
untuk ditandatangani oleh PPKD. 
 

Bagian Keempat 
Pelaksanaan dan Penatausahaan Pendapatan Daerah 

Pasal 39 
(1) Bendahara Penerimaan wajib menyetor seluruh penerimaannya ke 

Rekening Kas Umum Daerah paling lambat dalam waktu 1 (satu) hari. 

(2) Dalam hal kondisi geografis Daerah sulit dijangkau dengan komunikasi, 
transportasi, dan keterbatasan pelayanan jasa keuangan, serta kondisi 
objektif lainnya, penyetoran penerimaan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dapat melebihi 1 (satu) hari yang diatur dalam Peraturan Bupati. 
(3) Setiap penerimaan harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah atas 

setoran. 
(4) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat meliputi dokumen 

elektronik. 

(5) Penyetoran penerimaan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) menggunakan Surat Tanda Setoran. 

 

Pasal 40 
(1) Penyetoran penerimaan pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

39 ayat (5) dilakukan secara tunai dan/atau nontunai. 
(2) Penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap sah setelah 

Kuasa BUD menerima nota kredit atau dokumen lain yang 

dipersamakan. 
(3) Bendahara Penerimaan dilarang menyimpan uang, cek, atau surat 

berharga yang dalam penguasaannya: 
a. lebih dari 1 (satu) hari, kecuali terdapat keadaan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2); dan/atau 

b. atas nama pribadi. 
 
 

Pasal 41 
(1) Bendahara Penerimaan pada SKPD wajib menyelenggarakan pembukuan 

terhadap seluruh penerimaan dan penyetoran atas penerimaan yang 
menjadi tanggung jawabnya. 

(2) Bendahara Penerimaan pada OPD wajib menyampaikan laporan 

pertanggungjawaban penerimaan kepada PA melalui Pejabat 
Penatausahaan Keuangan OPD paling lambat tanggal 10 bulan 

berikutnya. 
 
 

 



(3) Bendahara Penerimaan pada OPD wajib menyampaikan laporan 
pertanggungiawaban penerimaan kepada OPD Teknis yang membidangi 

pendapatan daerah, selanjutnya OPD Teknis menyampaikan laporan 
pertanggungjawaban penerimaan kepada PPKD paling lambat tanggal 10 

bulan berikutnya. 
(4) PPKD melakukan verifikasi, evaluasi, dan analisis atas laporan 

pertanggungjawaban penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

dalam rangka rekonsiliasi penerimaan. 
 

Pasal 42 

(1) Kelebihan penerimaan daerah atas pembulatan satuan rupiah diakui 
sebagai pelampauan atas penerimaan daerah. 

(2) Pengembalian atas kelebihan Penerimaan Daerah yang sifatnya tidak 
berulang pada tahun yang sama dilakukan dengan membebankan pada 
rekening penerimaan yang bersangkutan melalui mekanisme pindah 

buku atas perintah BUD. 
(3) Pengembalian atas kelebihan Penerimaan Daerah yang sifatnya tidak 

berulang yang terjadi pada tahun sebelumnya dilakukan dengan 
membebankan pada rekening belanja tidak terduga. 
 

Bagian Kelima 
Pelaksanaan dan Penatausahaan Belanja Daerah 

Pasal 43 

(1) Setiap pengeluaran harus didukung bukti yang lengkap dan sah 
mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih. 

(2) Pengeluaran kas yang mengakibatkan Beban APBD, tidak dapat 
dilakukan sebelum rancangan Perda tentang APBD ditetapkan dan 
diundangkan dalam Lembaran Daerah. 

(3) Pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk 
pengeluaran keadaan darurat dan/atau keperluan mendesak sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 
Pasal 44 

(1) Bendahara Pengeluaran mengajukan SPP kepada PA melalui Pejabat 
Penatausaha Keuangan OPD berdasarkan SPD atau dokumen lain yang 
dipersamakan dengan SPD. 

(2) Pengajuan SPP kepada KPA berdasarkan pertimbangan besaran OPD 
dan lokasi, disampaikan Bendahara Pengeluaran pembantu melalui 

Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit OPD berdasarkan SPD atau 
dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD. 

(3) Pengajuan SPP kepada KPA berdasarkan pertimbangan besaran 

anggaran Kegiatan OPD, disampaikan Bendahara Pengeluaran Pembantu 
melalui Pejabat Penatausaha Keuangan OPD berdasarkan SPD atau 
dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD. 

(4) SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: 
a. SPP UP; 

b. SPP GU; 
c. SPP TU; dan  
d. SPP LS. 

(5) SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) terdiri atas: 
a. SPP TU; dan 

b. SPP LS. 
 
 

 



Pasal 45 
(1) Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP UP dilakukan oleh Bendahara 

Pengeluaran dalam rangka pengisian UP. 
(2) Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP GU dilakukan oleh Bendahara 

Pengeluaran dalam rangka mengganti UP. 
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran UP dan GU sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan 

Bupati. 
(4) Pengajuan SPP UP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan 

dengan melampirkan keputusan Bupati tentang besaran UP 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3). 
(5) Pengajuan SPP GU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri 

dengan dokumen asli pertanggungjawaban penggunaan UP. 
 

Pasal 46 

(1) Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Pengeluaran Pembantu 
mengajukan SPP TU untuk melaksanakan Kegiatan yang bersifat 

mendesak dan tidak dapat menggunakan SPP LS dan/atau SPP UP/GU. 
(2) Batas jumlah pengajuan SPP TU harus mendapat persetujuan dari PPKD 

dengan memperhatikan rincian kebutuhan dan waktu penggunaannya 

ditetapkan dengan Peraturan Bupati. 
(3) Dalam hal sisa TU tidak habis digunakan dalam 1 (satu) bulan, sisa TU 

disetor ke Rekening Kas Umum Daerah. 

(4) Ketentuan batas waktu penyetoran sisa TU sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3) dikecualikan untuk: 

a. Kegiatan yang pelaksanaannya melebihi 1 (satu) bulan; dan/atau 
b. Kegiatan yang mengalami perubahan jadwal dari yang telah 

ditetapkan sebelumnya akibat peristiwa di luar kendali PA/KPA. 

(5) Pengajuan SPP TU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri 
dengan daftar rincian rencana penggunaan dana. 

 

Pasal 47 
(1) Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP LS dilakukan oleh Bendahara 

Pengeluaran untuk pembayaran: 
a. gaji dan tunjangan; 
b. kepada Pihak Ketiga atas pengadaan barang dan jasa; dan 

c. kepada Pihak Ketiga lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

(2) Pengajuan dokumen SPP LS untuk pembayaran pengadaan barang dan 
jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat juga dilakukan 
oleh Bendahara Pengeluaran pembantu dalam hal PA melimpahkan 

sebagian kewenangannya kepada KPA. 
 

Pasal 48 

(1) Pengajuan dokumen SPP LS untuk pembayaran pengadaan barang dan 
jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf b oleh 

Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu, dilakukan 
paling lambat 3 (tiga) hari sejak diterimanya tagihan dari Pihak Ketiga 
melalui PPTK. 

(2) Pengajuan SPP LS dilampiri dengan kelengkapan persyaratan yang 
ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 
 
 

 
 



Pasal 49 
(1) Berdasarkan pengajuan SPP UP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 

ayat (1), PA mengajukan permintaan UP kepada Kuasa BUD dengan 
menerbitkan SPM UP. 

(2) Berdasarkan pengajuan SPP GU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 
ayat (2), PA mengajukan penggantian UP yang telah digunakan kepada 
Kuasa BUD dengan menerbitkan SPM GU. 

(3) Berdasarkan pengajuan SPP TU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 
ayat (1), PA/KPA mengajukan permintaan TU kepada Kuasa BUD dengan 
menerbitkan SPM TU. 

 
Pasal 50 

(1) Berdasarkan SPP LS yang diajukan oleh Bendahara 
Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran pembantu sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 47 ayat (1), Pejabat Penatausaha Keuangan OPD/Pejabat 

Penatausaha Keuangan Unit OPD melakukan verifikasi atas: 
a. kebenaran material surat bukti mengenai hak pihak penagih; 

b. kelengkapan dokumen yang menjadi persyaratan/ sehubungan 
dengan ikatan/perjanjian pengadaan barang/jasa; dan 

c. ketersediaan dana yang bersangkutan. 

(2) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
PA/KPA memerintahkan pembayaran atas Beban APBD melalui 
penerbitan SPM LS kepada Kuasa BUD. 

(3) Dalam hal hasil verifikasi tidak memenuhi syarat, PA/KPA tidak 
menerbitkan SPM LS. 

(4) PA/KPA mengembalikan dokumen SPP LS dalam hal hasil verifikasi 
tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling 
lambat 1 (satu) hari terhitung sejak diterimanya SPP. 

 
Pasal 51 

(1) Kuasa BUD menerbitkan SP2D berdasarkan SPM yang diterima dari 

PA/KPA yang ditujukan kepada bank operasional mitra kerjanya. 
(2) Penerbitan SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 2 

(dua) hari sejak SPM diterima. 
(3) Dalam rangka penerbitan SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 

Kuasa BUD berkewajiban untuk: 

a. meneliti kelengkapan SPM yang diterbitkan oleh PA/KPA berupa 
Surat Pernyataan Tanggung Jawab PA/KPA; 

b. menguji kebenaran perhitungan tagihan atas Beban APBD yang 
tercantum dalam perintah pembayaran; 

c. menguji ketersediaan dana Kegiatan yang bersangkutan; dan 

d. memerintahkan pencairan dana sebagai dasar Pengeluaran 
Daerah. 

(4) Kuasa BUD tidak menerbitkan SP2D yang diajukan PA/KPA apabila: 

a. tidak dilengkapi Surat Pernyataan Tanggung Jawab PA/KPA; 
dan/atau 

b. pengeluaran tersebut melampaui pagu. 
(5) Kuasa BUD mengembalikan dokumen SPM dalam hal ketentuan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 1 (satu) hari 

terhitung sejak diterimanya SPM. 
 

Pasal 52 
(1) Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran pembantu 

melaksanakan pembayaran setelah: 

a. meneliti kelengkapan dokumen pembayaran yang diterbitkan 
oleh PA/KPA beserta bukti transaksinya; 



b. menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam 
dokumen pembayaran; dan 

c. menguji ketersediaan dana yang bersangkutan. 
(2) Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran pembantu wajib 

menolak melakukan pembayaran dari PA/KPA apabila persyaratan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipenuhi. 

(3) Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran pembantu bertanggung 

jawab secara pribadi atas pembayaran yang dilaksanakannya. 
 

Pasal 53 

Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran pembantu sebagai wajib 
pungut Pajak Penghasilan (PPh) dan pajak lainnya wajib menyetorkan 

seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke Rekening 
Kas Umum Negara. 

 

Pasal 54 
PA/KPA dilarang menerbitkan SPM yang membebani tahun anggaran 

berkenaan setelah tahun anggaran berakhir. 
 

Pasal 55 

(1) Bendahara Pengeluaran secara administratif wajib mempertanggung 
jawabkan penggunaan UP/GU/TU/LS kepada PA melalui Pejabat 
Penatausaha Keuangan OPD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. 

(2) Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu pada OPD 
wajib mempertanggungiawabkan secara fungsional atas pengelolaan 

uang yang menjadi tanggung jawabnya dengan menyampaikan laporan 
pertanggungjawaban pengeluaran kepada PPKD selaku BUD paling 
lambat tanggal 10 bulan berikutnya. 

(3) Ketentuan batas waktu penerbitan surat pengesahan laporan 
pertanggungjawaban pengeluaran dan sanksi keterlambatan 
penyampaian laporan pertanggungjawaban sebagai berikut: 

a. Batas waktu penerbitan surat pengesahan laporan 
pertanggungjawaban pengeluaran 5 (lima) hari kerja sebelum 

hari kerja terakhir pada bulan desember; 
b. Sanksi keterlambatan penyampaian laporan pertanggung 

jawaban berupa penundaan UP.  

(4) Penyampaian pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran/Bendahara 
Pengeluaran pembantu secara fungsional sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) dilaksanakan setelah diterbitkan surat pengesahan 
pertanggungiawaban pengeluaran oleh PA/ KPA. 

(5) Untuk tertib laporan pertanggungjawaban pada akhir tahun anggaran, 

pertanggungjawaban pengeluaran dana bulan Desember disampaikan 
paling lambat tanggal 31 Desember atau hari kerja terakhir pada bulan 
Desember tahun anggaran berjalan. 

 
Bagian Keenam 

Pelaksanaan dan Penatausahaan Pembiayaan Daerah 

Pasal 56 
(1) Pelaksanaan dan penatausahaan penerimaan dan pengeluaraan 

Pembiayaan Daerah dilakukan oleh Kepala SKPKD. 
(2) Penerimaan dan pengeluaraan Pembiayaan Daerah sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah. 
 
 

 



(3) Dalam hal penerimaan dan pengeluaran Pembiayaan Daerah 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan tidak dilakukan melalui Rekening Kas Umum 
Daerah, BUD melakukan pencatatan dan pengesahan penerimaan dan 

pengeluaran Pembiayaan Daerah tersebut. 
 

Pasal 57 

Keadaan yang menyebabkan Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SiLPA) tahun 
anggaran sebelumnya digunakan dalam tahun anggaran berjalan untuk: 

a. menutupi defisit anggaran; 

b. mendanai kewajiban Pemerintah Daerah yang belum tersedia 
anggarannya; 

c. membayar bunga dan pokok Utang dan/atau obligasi daerah 
yang melampaui anggaran yang tersedia mendahului perubahan 
APBD; 

d. melunasi kewajiban bunga dan pokok Utang; 
e. mendanai kenaikan gaji dan tunjangan Pegawai ASN akibat 

adanya kebijakan Pemerintah; 
f. mendanai Program dan Kegiatan yang belum tersedia 

anggarannya; dan/atau 

g. mendanai Kegiatan yang capaian Sasaran Kinerjanya 
ditingkatkan dari yang telah ditetapkan dalam DPA SKPD tahun 
anggaran berjalan, yang dapat diselesaikan sampai dengan 

batas akhir penyelesaian pembayaran dalam tahun anggaran 
berjalan. 

 
Pasal 58 

(1) Pemindahbukuan dari rekening Dana Cadangan ke Rekening Kas Umum 

Daerah dilakukan berdasarkan rencana penggunaan Dana Cadangan 
sesuai peruntukannya. 

(2) Pemindahbukuan dari rekening Dana Cadangan ke Rekening Kas Umum 

Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah jumlah 
Dana Cadangan yang ditetapkan berdasarkan Perda tentang 

pembentukan Dana Cadangan yang bersangkutan mencukupi. 
(3) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling tinggi 

sejumlah pagu Dana Cadangan yang akan digunakan sesuai 

peruntukannya pada tahun anggaran berkenaan sesuai dengan yang 
ditetapkan dengan Perda tentang pembentukan Dana Cadangan. 

(4) Pemindahbukuan dari rekening Dana Cadangan ke Rekening Kas Umum 
Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan surat 
perintah pemindahbukuan oleh Kuasa BUD atas persetujuan PPKD. 

 
Pasal 59 

(1) Pengalokasian anggaran untuk pembentukan Dana Cadangan dalam 

tahun anggaran berkenaan sesuai dengan jumlah yang ditetapkan dalam 
Perda tentang pembentukan Dana Cadangan. 

(2) Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dipindahbukukan dari Rekening Kas Umum Daerah ke rekening Dana 
Cadangan. 

(3) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan 
dengan surat perintah Kuasa BUD atas persetujuan PPKD. 

 
 
 

 
 



Pasal 60 
Dalam rangka pelaksanaan pengeluaran Pembiayaan, Kuasa BUD 

berkewajiban untuk: 
a. meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh 

Kepala SKPKD; 
b. menguji kebenaran perhitungan pengeluaran Pembiayaan yang 

tercantum dalam perintah pembayaran; 

c. menguji ketersediaan dana yang bersangkutan; dan 
d. menolak pencairan dana, apabila perintah pembayaran atas 

pengeluaran Pembiayaan tidak memenuhi persyaratan yang 

ditetapkan. 
 

Bagian Ketujuh 
Pergeseran Anggaran 

Pasal 61 

Pergeseran anggaran dapat dilakukan antar organisasi, antar unit 
organisasi, antar Program, antar Kegiatan, dan antar jenis belanja, antar 

obyek belanja, dan/atau antar rincian obyek belanja. 
 

Pasal 62 

(1) Pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar 
Program, antar Kegiatan, dan antar jenis belanja sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 61 dilakukan melalui Perubahan Perda tentang APBD. 

(2) Pergeseran anggaran antar obyek belanja dan/atau antar rincian obyek 
belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 dilakukan melalui 

Perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD. 
(3) Pergeseran anggaran antar obyek belanja dalam jenis belanja dan antar 

rincian obyek belanja dalam obyek belanja sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) ditetapkan oleh Bupati. 
(4) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) 

diformulasikan dalam Perubahan DPA OPD. 

(5) Perubahan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) selanjutnya dituangkan dalam rancangan Perda 

tentang Perubahan APBD atau ditampung dalam laporan realisasi 
anggaran. 

(6) Perubahan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD sebagaimana 

dimaksud pada ayat (5) ditampung dalam laporan realisasi anggaran 
apabila : 

a. tidak melakukan perubahan APBD; atau 
b. pergeseran dilakukan setelah ditetapkannya Perda tentang 

perubahan APBD. 

 
 

BAB V 

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

Pasal 63 

Pembinaan dan pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah dilaksanakan 
oleh Bupati melalui Inspektorat Kabupaten Mesuji dan OPD yang 
membidangi pengelolaan keuangan daerah. 

 
Pasal 64 

(1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 dilakukan dalam 
bentuk fasilitasi, konsultansi, pendidikan dan pelatihan, serta penelitian 
dan pengembangan. 

 



(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 dilakukan dalam 
bentuk audit, reviu, evaluasi, pemantauan, bimbingan teknis, dan 

bentuk pengawasan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

(3) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan 
ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

 
BAB VI 

KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 65 
Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Mesuji Nomor 55 

Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Kabupaten Mesuji dicabut dan dinyatakan tidak 
berlaku. 

 
 

BAB VII 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 66 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 

Kabupaten Mesuji. 
 

 
 

Ditetapkan di Mesuji 

pada tanggal  15 Oktober 2020 

BUPATI MESUJI, 
                                                                     Dto. 
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Diundangkan di Mesuji 

pada tanggal 15 Oktober  2020 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MESUJI, 
 

 
 

 
 
SYAMSUDIN 

BERITA DAERAH KABUPATEN MESUJI TAHUN 2020 NOMOR 
 

 
 


